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PRASAJADI

Denny Dinilai Arogan

Jangan mudah
menuduh seseorang
mafia hanya karena
yang bersangkutan
tidak sepaham.

Fardiansah Noor

UNDURNYA
Irjen Herman Ef-
fendy dari Satuan
Tugas (Satgas)
Pemberantasan Mafia Hukum
adalah puncak gunung es dari
masalah yang membelit satgas.
Manuver satgas dinilai sebagai
intervensi ke penegak hukum.

Wakil Ketua Komisi IIT DPR
Azis Sjamsuddin (Golkar) me-
nilai cara satgas, khususnya
yang dilakukan Sekretaris Sat-
gas Denny Indrayana, memper-
lihatkan arogansi, bahkan inter-
vensi. Kejaksaan dan kepolisian
sekarang bekerja di bawah
pengaruh satgas.

“’Keberadaan satgas yang
dimotori Denny Indrayana ada-
lah upaya eksekutif memenga-
ruhi kerja aparat penegak hu-
kum yang seharusnya netral.
Harus dibubarkan satgas itu,”
kata Azis di Jakarta, kemarin.

Dia diminta menanggapi
pengunduran diri Herman Ef-
fendy dari satgas. Pengundur-
an diri itu dipicu perbedaan
pandangan. “Kalau tidak se-
paham, Anda mafia dong,”
kata Denny kepada Herman.
Ketersinggungan bernuansa
fitnah itulah yang ditengarai
melatarbelakangi mundurnya
Herman.

Kepastian pengun-
duran diri Herman
dikemukakan Kepala Divisi
Humas Polri Irjen Edward
Aritonang, kemarin.

Menurut Azis, tuduhan Den-
ny itu menunjukkan arogan-
sinya sebagai sekretaris satgas
yang merangkap Staf Khusus
Presiden Bidang Hukum. Da-
lam menangani sebuah lapor-
an, ia harus meninjaunya dari
murni hukum, bukan karena
target-target tertentu yang telah
ditetapkan.

Azis pun menyesalkan sikap
arogansi Denny karena merasa
sudah sangat dekat dengan
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kekuasaan. “Jangan seenaknya.
Penegakan hukum harus di-
lakukan berdasarkan aturan
hukum. Tidak bisa main inter-
vensi. Jangan mudah menuduh
seseorang mafia hanya karena
orang itu tidak sependapat de-
ngan dia,” cetus Azis.

Tidak menarik

Pengunduran diri Herman
dari satgas sepenuhnya inisiatif
pribadi. “Polri tidak melaku-
kan penarikan. Beliau mengun-
durkan diri dan itu hak beliau,”
tegas Edward.
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Sembilan Tipe Mafia di Indonesia
1. Mafia peradilan 3. Mafia pajak dan bea

melibatkan jaksa, cukai

kepolisian, penga- 4. Mafia pertambangan
cara dan lainnya dan energi

. Mafia korupsi 5. Mafia tanah

6. Mafia kehutanan
7. Mafia perbankan
8. Mafia pasar modal
9. Mafia perikanan

Omongan Denny yang bikin Irjen Herman Efendy mundur.
Kalau tidak sepaham, Anda mafia dong.

Isi SMS Denny Indrayana
Keterangan Pers: Terkait masalah dugaan
praktik mafia hukum dalam kepemilikan
rekening di kepolisian, yang sering disebut
rekening gendut perwira Polri, Presiden SBY

telah memanggil dan meminta penjelasan
dari Kapolri pada hari Sabtu lalu. Presiden
menegaskan adalah sangat penting
kepolisian menuntaskan masalah ini, agar
masyarakat tidak kehilangan kepercayaan

| kepada kepolisian.
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Mengenai siapa pengganti
Herman, Edward menegaskan
Polri akan menyiapkan peng-
ganti bila diminta.

Saat menanggapi mundurnya
Herman, Mensesneg Sudi Sila-
lahi mengatakan belum ada
surat keputusan pemberhen-
tian Herman.

Polri, kemarin, juga menyo-
roti langkah Denny terkait de-
ngan pesan singkat (SMS) yang
dikirimkan kepada wartawan.
Polri menilai dalam SMS terse-
but Denny telah membuat
kesimpulan bahwa rekening

gendut milik sejumlah perwira
polisi itu terkait dengan mafia
hukum.

Dalam SMS itu, Denny me-
nyatakan Presiden telah me-
manggil dan meminta Kapolri
menjelaskan dugaan praktik
mafia hukum dalam kepemi-
likan rekening di kepolisian,
yang sering disebut reken-
ing gendut perwira Polri.

“Saya ingin bertanya ba-
gaimana Denny bisa menyim-
pulkan rekening itu terkait
mafia hukum. Kalau Denny
mempunyai bukti, bawa ke

kita, supaya

kita ungkap,”

kata Edward. (Dvd/
Rin/*/X-4)

fardi@mediaindonesia.com

Cara Pong Harjatmo Tampar DPR

KTOR lawas Pong
Harjatmo yang
mengenakan kemeja

putih dengan tenang
memasuki Kompleks
Parlemen, Senayan. Di pintu
gerbang utama, beberapa
anggota pengamanan dalam
(pamdal) kompleks itu
bahkan menyapanya dengan
ramah, “Selamat siang.”

Penjagaan di pintu masuk
memang tidak begitu ketat
karena waktu menjelang salat
Jumat. Suasana yang tidak
ketat itulah dimanfaatkan
Pong untuk memanjat atap
sebelah kiri gedung kura-
kura DPR yang bundar
lalu menuliskan kata-kata
‘JUJUR ADIL TEGAS’ dengan
menggunakan cat semprot
berwarna merah.

Aksinya mencoret-coret
gedung yang menjadi simbol
negara Indonesia itu pun
membuat kalang kabut
pihak Senayan. Mereka
pun akhirnya berhasil
menurunkan Pong.

“Selama ini pemerintah
maupun wakil rakyat setiap
ada kasus kok ngambang
terus? Sejak Century, Susno,
Priok (kasus kerusuhan
Tanjung Priok) saya ikuti,”
ungkap Pong ketika ditanya
wartawan tentang alasan
aksinya tersebut.

Menurut Pong, ia

EKSPRESI KEKECEWAAN
WARGA: Petugas memeriksa
coretan yang dilakukan aktor
senior Pong Harjatmo di atap
Gedung DPR, Kompleks
Parlemen, Jakarta, kemarin. Pong
menjalani pemeriksaan seusai
melakukan aksinya.

kecewa dengan lambannya
pemerintah dan parlemen
menangani berbagai kasus
yang terjadi di bangsa ini.

Ia memilih aksi mencoret-
coret lambang negara karena
pemerintah dan wakil rakyat

FOTO-FOTO: MI/M IRFAN

sudah tidak bisa mendengar
segala yang dikeluhkannya.

“Bicara sudah tidak
didengar. Nulis tidak dilihat.
Yang ada di TV hanya
dijadikan entertainment untuk
mereka. Rakyat maunya aksi
nyata. Saya bukan merusak.
Saya hanya mencoret. Dicat
kembeali dengan cat yang
sama juga hilang.”

Ia pun menolak dikatakan
mencari popularitas. “Saya
sudah capek terbang
(berkarier). Saya bukan cari
popularitas,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPR RI Priyo
Budi Santoso menyesalkan
aksi yang dilakukan Pong.
Pong dimaafkan, tapi ia tetap
akan diproses.

Namun, DPR tampaknya
tidak ingin memperpanjang
masalah aksi Pong. Pada
pukul 18.00 WIB, tulisan Pong
sudah hilang dari pandangan
mata. Sebelumnya, pada
pukul 17.00 memang terlihat
seorang anggota pamdal
berkoordinasi dengan dua
pekerja cat seraya menunjuk-
nunjuk tulisan Pong.
(Mar/X-8)

Kirimkan tanggapan Anda
atas berita ini melalui
mediaindonesia.com
atau e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
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EDITORIAL

Wibawa Tinggal
Remah-Remah

HUBUNGAN eksekutif dengan DPR sedang memburuk. Ba-
yangkan, dalam pekan ini, ada empat rapat kerja dibatalkan
mendadak. Semuanya berhubungan dengan pejabat penting
di negeri ini, yaitu Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Da-
nuri, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuang-
an Yunus Husein, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar,
dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Padahal rapat yang dibatalkan itu diagendakan memba-
has perkara besar yang menarik perhatian publik. Bersama
Jenderal Bambang dan Yunus Husein, misalnya, Komisi III
DPR ingin membicarakan rekening gendut sejumlah petinggi
polisi. Kepemilikan rekening itu tetap menjadi misteri hanya
karena rapat batal.

Perkara yang hendak dibahas Menkum dan HAM Patrialis
dengan Tim Pengawas Angket Century tentu tidak kalah
pentingnya karena menyangkut tindak lanjut kasus Bank
Century. Itulah skandal besar karena menyangkut nama besar
dan uang negara yang besar pula, tapi loyo dalam penyelesai-
an hukumnya. Adapun bersama Jaksa Agung Hendarman,
Komisi III ingin membahas kasus Sisminbakum.

Tetapi, semua yang telah

diagendakan itu dibatalkan

begitu saja. Rapat kerja peme-

rintah dan DPR diperlakukan

sebagai urusan sepele, yang

bisa dibatalkan sesuka hati. Bila an a9 ota dewan
tidak memperbaiki
kebiasaan buruk
mereka, lembaga
itu hanya dipandang

Para pejabat eksekutif yang
menghadiri rapat kerja di

sebelah mata oleh
eksekutif.”’

DPR sesungguhnya mewakili
presiden selaku kepala peme-
rintahan. Ketidakhadiran me-
reka tanpa alasan yang masuk
akal, tidak cuma menggerus
wibawa dewan, tapi juga
menggerus wibawa kepala
pemerintahan.

Dari sudut pandang itu, pe-
jabat eksekutif yang tidak menghadiri rapat kerja dengan DPR
samalah artinya dengan menyepelekan sang bos, yaitu Pre-
siden RI. Sebaliknya, DPR yang menolak kehadiran menteri
samalah pula artinya dengan menolak kepala pemerintahan
yang diwakilinya.

Akan tetapi, jujur pula harus dikatakan, sesungguhnya
anggota dewan sendiri yang telah merendahkan martabat
lembaga mereka. Selama ini mereka bermalas-malas dan kini
mulai menuai badai ketidakpercayaan.

Rapat sering molor karena tidak kuorum. Meski kuorum,
ruang rapat tetap kosong melompong karena anggota dewan
cuma menitip tanda tangan.

Lebih memprihatinkan lagi, dan ini sering terjadi, anggo-
ta dewan tetap mempertahankan kebiasaan buruk, yaitu
meninggalkan ruang rapat setelah mengajukan pertanyaan.
Pun tidak sedikit anggota dewan dalam mengajukan perta-
nyaan dan pernyataan tidak menempatkan diri sebagai wakil
rakyat.

Muatan pertanyaan dan pernyataan anggota dewan sarat
kepentingan. Lebih kental kepentingan-kepentingan sempit
daripada kepentingan rakyat.

Bukan mustahil, mudah-mudahan tidak terjadi, pejabat
pemerintah enggan datang ke DPR karena di sana sulit dibe-
dakan kepentingan rakyat dan pribadi.

Bila anggota dewan tidak memperbaiki kebiasaan buruk
mereka, lembaga itu hanya dipandang sebelah mata oleh
eksekutif. Bahkan bisa menimbulkan pemberontakan rakyat
seperti ditunjukkan Pong Harjatmo yang naik ke kubah Ge-
dung Parlemen.

Sebenarnya wibawa dewan hanya tinggal remah-re-
mabh....

Anda ingin menanggapi "Editorial” ini, silakan kunjungi:
mediaindonesia.com

PAUSE

Menongkrong Rangsang
Tindak Kekerasan

REMAJA yang berkumpul tanpa tujuan dan tidak diawasi
orang tua sering menimbulkan
" tindak kekerasan. Menurut
% penelitian Ohio State Uni-
versity, level kekeras-
annya pun berbeda
pada tiap lingkungan
tempat para remaja
tinggal.
“Akanlebih baik ber-
anggapan sekelompok
remaja yang menong-
krong bisa membawa ma-
salah daripada Anda percaya
bahwa semua tetangga dan
remaja di sekitar Anda sering mendapat nilai 10 di sekolah,”
kata peneliti Christopher Browning.

Temuan itu semakin memperkuat pentingnya pengawasan
orang tua terhadap aktivitas anak remaja mereka, termasuk
saat mengikuti program ekstrakurikuler di sekolah.

Browing meminta masyarakat membagi tanggung jawab
pengawasan terhadap perilaku remaja di tempat publik dan
menyediakan pilihan bagi remaja selain menongkrong tanpa
pengawasan. Namun, ia tidak menjelaskan seberapa besar
atau seberapa ketat pengawasan yang dibutuhkan.

Penelitian itu dilakukan terhadap 842 remaja di Chicago
dalam jangka waktu panjang. Mereka dianalisis ketika beru-
mur 8-13 tahun kemudian terus dipantau dan diwawancarai
selama delapan tahun. (Health Day/Yahoo/*/X-5)

PATA AREADI
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Bentrok karena Minim Dialog

Dalam kasus Ahmadiyah, Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
yang dibentuk nyatanya hanya pajangan

belaka.

Nurul Hidayah

EKERASAN atas nama
K agama masih saja mun-

cul lewat insiden anarkis-
tis yang melibatkan aparat pe-
merintah dan pemeluk Ahmadi-
yah di Desa Manis Lor, Kecama-
tan Jalaksana, Kabupaten Ku-
ningan, Jawa Barat, Kamis
(29/7).

Insiden berawal dari rencana
Bupati Kuningan Aang Hamid
Suganda menyegel delapan
musala dan masjid milik Ah-
madiyah di Desa Manis Lor.

Sebenarnya, bentrokan itu
tidak perlu terjadi karena kasus
penyerangan terhadap kelom-
pok Ahmadiyah ini bukan per-
tama kali terjadi.

Peristiwa ini menunjukkan
negara gagal melindungi rakyat-
nya. Sekaligus menjadi bukti
mandulnya pengawasan peme-
rintah melalui FKUB, yang di-
bentuk berdasarkan surat kepu-
tusan bersama (SKB) tiga men-
teri tentang pelarangan ajaran
Ahmadiyah di Indonesia, yang
terbit Juni 2008. SKB itu ditan-
datangani Jaksa Agung, Menteri
Dalam Negeri (Mendagri), dan
Menteri Agama (Menag).

Mandulnya pengawasan itu
diakui oleh Mendagri Gamawan
Fauzi. “Saya ingatkan pada Bu-
pati (Kuningan) untuk memakai
FKUB ini, jadi Bupati ambil
keputusan lewat FKUB,” cetus-
nya, di Jakarta, kemarin.

Ketua Komisi Keamanan
Pengurus Besar Jemaat Ahma-
diyah Deden Sujana mengakui,

memang belum ada dialog in-
tensif antara pemerintah dengan
pihaknya.

“Kami minta dialog dulu un-
tuk dicarikan jalan tengah yang
tidak saling melukai. Kami tidak
menghalang-halangi jika ingin
ditutup, tetapi harus ada alasan
yang kuat dan itu dilakukan
oleh pemerintah pusat. Bukan
oleh Bupati. Yang membuka
masjid ini (2008) kembali juga
Departemen Agama melalui
SKB tiga menteri.”

Namun, Menag Suryadharma
Ali berdalih, SKB tiga menteri
yang menyatakan bahwa Ah-
madiyah sebagai ajaran aliran
sesat sudah jelas. “Dalam SKB
dinyatakan bahwa Ahmadiyah
itu bukanlah suatu agama dan
dapat dikategorikan sebagai
aliran sesat. Jadi kepada para
jemaah hendaknya menyudahi
kegiatan pengembangan ajaran
tersebut,” pintanya.

Tegas

Ketua Badan Pengurus Setara
Institute Hendardi menilai kun-
ci utama dalam menangani ka-
sus ini adalah melakukan pe-
nindakan dan penegakan hu-
kum terhadap mereka yang
melakukan tindakan kriminal
atas nama membela agama dan
moralitas. “Jangankan penyegel-
an, masuk tanpa izin ke peka-
rangan orang saja sudah meru-
pakan pelanggaran,” sergah-
nya.

Hal senada diutarakan man-
tan Wapres Jusuf Kalla. “Jalan-
kan saja apa yang sudah pernah
disepakati bersama (SKB). Ja-
ngan masing-masing pihak

MI/PANCA SYURKANI

POLISI DISIAGAKAN: Sejumlah anggota Brimob melakukan apel di halaman Masjid Al-Huda di Desa Manis
Lor, Kuningan, Jawa Barat, kemarin. Ratusan polisi disiagakan di desa yang dihuni 3.000 jemaat Ahmadiyah
untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan.

memaksakan. Polisi harus tegas
di sini, jangan lagi ada aksi ke-
kerasan,” tegasnya seusai dis-
kusi mediasi perdamaian di Ja-
karta.

Penegakan hukum itu juga
diinstruksikan Presiden melalui
Menko Polhukam Djoko Suyan-
to. “Polisi harus tegas pada se-
mua tindakan-tindakan anarkis.
Tapi kepolisian juga harus kelo-
la (situasi) di lapangannya.”

Kepala Divisi Humas Mabes
Polri Edward Aritonang menya-
takan, ia sudah menyampaikan
peringatan ke jajarannya agar
peristiwa itu tidak menyebar.

Adapun pascabentrokan, sua-
sana di Desa Manis Lor terlihat
kondusif. Umat Islam baik dari
jemaah Ahmadiyah maupun

Upaya yang telah Dilakukan Pemerintah

terhadap Kasus Ahmadiyah

7 September

2007 s/d

14 Januari Dialog antara
2008 Depag dan
Kabalitbang dan Ahm_adlyah
Diklat Qadiyan
Departemen menghasilkan
Agama 12 butir
melaksanakan 7 penjelasan
kali putaran tentang posisi
dialog dengan keyakinan dan
Jemaat kemasyaraka-
Ahmadiyah tan jemaah
Indonesia (JA). Ahmadiyah.

non-Ahmadiyah menunaikan
salat Jumat di masjid masing-
masing. Aparat kepolisian ter-
diri dari Dalmas Polres Kuni-
ngan, Dalmas Polres Cirebon

15 Januari 24 Januari
2008 2008

9 Juni 2008

Pemerintah
menerbitkan surat
keputusan bersama
terkait dengan
keberadaan jemaah

Menteri Agama
RI mengeluar-
kan SK Nomor
6 Tahun 2008

tentang Tim Ahmadiyah, yang
Pemantau dan intinya meminta
Evaluasi penganut
Pelaksanaan 12 Ahmadiyah

(Dua Belas) menghentikan
Butir Penjelasan  kegiatan yang
Pengurus Besar  bertentangan
JAI. dengan Islam.

Sumber: Dok MI/Tim Riset

termasuk anggota Brimob Polda
Jabar hingga kini terus berjaga.
(Rin/Dvd/Ant/P-4)

nurul@mediaindonesia.com
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4 Rekan Gayus Dinonaktifkan

EMPAT rekan pelaku kasus makelar pajak Gayus
Tambunan kembali dinonaktifkan. Sebelumnya, dua
atasan Gayus yakni Maruli Pandapotan Manurung
dan Humala Napitupulu telah dikenai vonis yang
sama. “Empat orang itu terdiri dari satu direktur, dua
kasubdit, dan satu rekan kerjanya (Gayus),” ungkap
Direktur Kepatuhan Internal Transformasi Sumber
Daya Aparatur Ditjen Pajak Wahyu Karya Tumakaka,
kemarin. Pemeriksaan dilakukan terhadap 29 pegawai
Ditjen Pajak. Terkait hal ini, ia mengeluhkan koordi-
nasi Bareskrim Mabes Polri. “Kepala Bareskrim eng-
gak pernah komunikasi dengan saya. Bahkan peme-
riksaan terhadap 29 orang itu.” Sementara itu, polisi
telah mengeluarkan red notice untuk menangkap
Johnny Situwanda, tersangka pemberi gratibkasi Rp6
miliar kepada Komjen Susno Duadiji. (ST/Dvd/P-4)

Keppres KY Segera Terbit

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Sila-
lahi memastikan surat keputusan presiden (keppres)
mengenai perpanjangan komisioner Komisi Yudisial
(KY) terbit sebelum 2 Agustus. “Akan segera keluar,
sebelum tanggal 2 (Agustus),” ujar Sudi di Istana Ne-
gara, Jakarta, kemarin. Tanggal itu merupakan hari
terakhir masa demisioner para komisioner KY di
bawah kepemimpinan Busyro Mugoddas. Perpanjang-
an itu dinilai tidak bermasalah, jika mengacu pada
kasus sama yang dialami anggota Komisi Penyiaran
Indonesia. Saat ini, Ketua KY Busyro Mugoddas men-
jadi salah satu kandidat calon pimpinan Komisi Pem-
berantasan Korupsi, yang prosesnya memasuki tahap
pembuatan makalah. Kandidat yang berhasil lolos
penulisan makalah dan maju pada tahap wawancara,
akan diumumkan hari ini. (Rin/CC/P-4)

Menlu Lantik 11 Konjen RI

MENTERI Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa
melantik 11 konsul jenderal sesuai dengan Surat
Keputusan Presiden Nomor 44/M Tahun 2010. “Kon-
sulat Jenderal Republik Indonesia sesuai dengan
fungsinya menjadi garda terdepan bagi upaya pening-
katan ekonomi serta perlindungan warga negara In-
donesia,” kata Menlu seusai pelantikan konjen di
Gedung Pancasila, Jakarta, kemarin. Kontribusi terse-
but, kata Menlu RI, antara lain peningkatan pertum-
buhan ekonomi nasional, memberikan perlindungan
kepada warga negara Indonesia, dan meningkatkan
peran dan citra Indonesia di dunia internasional.
Adapun ke-11 konjen itu akan ditempatkan di sejum-
lah negara, antara lain dua untuk Amerika Serikat,
dua untuk China, dua untuk Jerman, dan lima untuk
negara sahabat lainnya. (Ant/P-4)

Wujudkan impiannya untuk
berkumpul bersama keluarga.

Daftarkan ahli bangunan kepercayaan Anda
untuk ikut Mudik Bersama Holcim*

No. ljin : 123/KIRBAL/JKTM/WILPOS-1V/2010

KIRIMAN BALASAN

KIRIMAN BALIK

- Gunting dan isi selengkap-lengkapnya formulir pendaftaran ini

- Sertakan guntingan 5 (lima) logo Superbrand ukuran besar yang ada
pada kantong Semen Serba Guna Holcim
- Sertakan tanda tangan Anda sebagai pemilik rumah/pemilik

toko bangunan/pemilik proyek

- Lipat dan kirimkan ke PO BOX 99 JKTM 12700 (bebas biaya)

*

*

*

Kota Tujuan :

Bandung, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blitar, Blora, Bojonegoro,
Boyolali, Brebes, Bumiayu, Ciamis, Cikampek, Cilacap, Cileunyi, Cirebon,
Demak, Garut, Gombong, Gresik, Indramayu, Jatibarang, Jepara, Jogjakarta,
Jombang, Karanganyar, Kebumen, Kediri, Klaten, Krian, Kroya, Kudus,
Kuningan, Lamongan, Lampung, Madiun, Magelang, Malang, Majalengka,
Majenang, Mojokerto, Ngawi, Nganjuk, Pandeglang, Pasuruan, Pati,
Pekalongan, Pemalang, Ponorogo, Purbalingga, Purwakarta, Purwodadi,
Purwokerto, Purworejo, Rembang, Sadang, Salatiga, Semarang, Serang, Solo,

Tempat terbatas. Hanya 5.000 pengirim pertama yang berhak ikut serta
Tiket hanya berlaku untuk 1 (satu) orang Ahli Bangunan

Mudik Bersama Holcim hanya diperuntukkan untuk Ahli Bangunan

* Peserta yang terpilih akan dihubungi melalui SMS, telepon dan surat

Nama

DATA PEMILIK RUMAH/PEMILIK TOKO BANGUNAN
() Pemilik Rumah

Nama

Sragen, Sumedang, Sukabumi, Surabaya, Tasikmalaya, Tegal, Temanggung,

Tuban, Tulung Agung, Wangon, Wonogiri, Wonosari, Wonosobo

Untuk pertanyaan lebih lanjut hubungi Mudik Bersama Holcim

Contact Center di 021-27507788 atau kunjungi

www.membangunbersama.com

MI

Kode Referensi

Membangun Bersama

Saya ingin mendaftarkan Ahli Bangunan berikut
untuk ikut dalam Mudik Bersama Holcim

DATA AHLI BANGUNAN

Tanggal Lahir
Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kode pos
No. Telp*

No. HP*

No. KTP**
Kota Tujuan

Nama Toko

ID Toko
Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kode pos
No. Telp*

No. HP*

No. KTP**

Tanda Tangan pemilik rumah/
pemilik toko bangunan/pemilik proyek

KEPALA KANTOR POS
Untuk diteruskan ke PO BOX 99 JKTM 12700

JAKARTA MAMPANG

KEPADA YTH:
12700

Holcim

(di pulau Jawa)

() Toko Bangunan

* Yang bisa dihubungi
** Lampirkan fotokopi KTP atau SIM bersama

formulir ini

,

olcim

e e




